PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR = TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka mewujudkan taraf hidup yang
layak, aman, sejahtera dan tercapainya
kesejahteraan sosial yang berkelanjutan;

bahwa dalam melaksanakan penanggulangan
kemiskinan di daerah yang terarah dan sistematis
yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) disusun dokumen Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya
digunakan sebagai rancangan kebijakan
pembangunan daerah di bidang penanggulangan
kemiskinan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-
2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,




Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2018 Nomor 11);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-
2026.




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah disingkat RPKD adalah
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026.

5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan
pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

7. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di
bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan pedoman dalam upaya peningkatan pembangunan
sumberdaya manusia di bidang penanggulangan kemiskinan daerah pada
tahun 2021-2026 dalam bentuk kebijakan daerah.

Pasal 3

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
Bab I Pendahuluan;

Bab II Kondisi Umum Daerah;

Bab III Profil Kemiskinan Daerah;

Bab IV Prioritas Program;

Bab V Lokasi Prioritas; dan

Bab VI Penutup.
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Pasal 4

Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.




Pasal 5

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan
penanggulangan kemiskinan.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RPKD.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tangg e
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Pasal 5

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan
penanggulangan kemiskinan.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RPKD.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Se]or
pada tanggal 72 April 7

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
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ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 /pril 207
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR * TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka mewujudkan taraf hidup yang
layak, aman, sejahtera dan tercapainya
kesejahteraan sosial yang berkelanjutan;

bahwa dalam melaksanakan penanggulangan
kemiskinan di daerah yang terarah dan sistematis
yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) disusun dokumen Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya
digunakan sebagai rancangan kebijakan
pembangunan daerah di bidang penanggulangan
kemiskinan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-
2026,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,




Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2018 Nomor 11);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-
2026.




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah disingkat RPKD adalah
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026.

5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan
pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

7. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di
bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan pedoman dalam upaya peningkatan pembangunan
sumberdaya manusia di bidang penanggulangan kemiskinan daerah pada
tahun 2021-2026 dalam bentuk kebijakan daerah.

Pasal 3

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
Bab I Pendahuluan;

Bab II Kondisi Umum Daerah;

Bab III Profil Kemiskinan Daerah;

Bab IV Prioritas Program;

Bab V Lokasi Prioritas; dan

Bab VI Penutup.
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Pasal 4

Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.




Pasal 5

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan

penanggulangan kemiskinan.
BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RPKD.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 27 ' i1 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
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Pasal 5

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan

penanggulangan kemiskinan.
BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RPKD.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 72 "pril 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

>

ZAINAL ARIFIN PALIWANG




Pasal 5

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan
penanggulangan kemiskinan.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RPKD.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

e

ZAINAL ARIFIN PALIWANG




Pasal 5

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan
penanggulangan kemiskinan.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RPKD.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 tpri1 2077

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

She

ZAINAL ARIFIN PALIWANG




